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PROVINSIBENGKULU 
BUPATIBENGKULUTENGAH 

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH 
NOMOR o2. TAHON 2016 

TENTANG 

PE'lfGHASILAN TETAPKEPAIA DESA DAN PERANGKAT DESA Sdcl'A 
roKJANGAN JABATAN KEPAIA DESA 

DENGAN RAHMAT 'nJIIAN YANG MAHA ESA 

BUPA'ff BENGKVLU TENGAH, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaiamana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Pedoman 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tetang Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa 
Beserta Perangkat Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4870); 

3 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa, (Kembaran Negara Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5539), sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang omor 
6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara,(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
tahun 2014 tantang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293}; 

8 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP 
KEPAJ.A DESA DAN PERANGKAT DESA SER.TA TUNJANGAN 
JABATAN KEPAJ.A DESA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kebupaten Bengkulu Tengph 
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah. 

3. Camat adalah pemimpin dan koodinator penyelenggraan pemerintahan 
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari 
Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, 
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepetingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penelenggara Pemerinthan Desa. 

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggara rumah tangga 
desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang pembantu Kepala Desa dalam 
menyususn kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam 
Sekratariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana 
teknis dan unsur kewilayahan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan 
ditetepkan dengan Peraturan Desa. 

BABU 
RUA.NG LINGKUP 

Pasa12 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penghasilan tetap Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan tunjangan Jabatan Kepala Desa yang dananya 
bersumber dari APBDesa. 

BAB DI 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Paaal3 

(1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud membiayai program 
pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan 
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kelembagaan desa, pedoman Penghitungan Penghasilan tetap Kepala 
Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa yang dibiayai 
dengan dana APBDesa 

(2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan : 

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam mela.ksanakan 
tugas pelanyanan masyarakat, pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya; 

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara 
partisipatif sesuai dengan potensi desa; 

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan 
berusaha bagi masyarakat;dan 

d . Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 

BABIV 
SUMBERDANA 

Pasal4 

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Jabatan 
Kepala Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa. 

BABV 
Pasal 5 

Pedoman Penghitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa 
dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa. 

( 1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat serta tunjangan jabatan 
Kepala Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. 

(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa, perangkat 
Desa dan tunjangan jabatan Kepala Desa menggunakan penghitungan 
sebagaiberikut: 
a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per 
seratus); 

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 
digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus); 

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta 
rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per 
seratus); dan 

d . ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus 
juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam 
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per 
seratus). 

(3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan 
efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan 
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letak geografis. 
(4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap: 

a. kepala Desa; 
b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan 

paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan 
tetap kepala Desa per bulan; 

c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh 
per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari 
penghasilan tetap kepala Desa per bulan;dan 

d. Tunjangan Jabatan Kepala Desa disetarakan dengan Pejabat Eselon 
IV a. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa16 

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada: Kepala Desa dan Perangkat Desa 
yang teridiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan 
Kepala Dusun, sedangkan Tunjangan Jabatan diberikan kepada Kepala 
Desa. 

(2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan 
Jabatan Kepala Desa ditetap dengan Keputusan Bupati. 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tenggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah. 

Ditetapkan di Karang Tinggi 
1")ada tanggal IE, febrw-r; 2016 ,,-.., 

SUPATI BENGKULU TENGAH, 

H. FERRY RAMLJ -

Diundangkan di Karan~ Tinggi 
- pada tanggal 1b ~n..r--r• 2016 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
~TEN BENGKULU TENGAH, 

--... H. HASAN BASRI 

BERl'l"A DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHON 2016 
NOMOR ... ~'l.. 
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